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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai Peran Pemerintah Desa Pada Peningkatan Proses Pemberdayaan 

Perempuan (PKK) Menuju Governance Di Desa Golong Kecamatan Narmada 

Kab. Lobar dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Peran Pemerintah Desa pada Peningkatan Proses Pemberdayaan 

Perempuan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa 

pemerintah Desa Golong telah memnjalankan menjalankan tugas dan 

amanah UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta UU no. 6 

Tahun 2014 tentang desa dalam hal ini berbicara terkait peran pemerintah 

desa dalam peningkatan proses pemberdayaan perempuan dalam hal 

pembanguan desa dengan menerapka prinsip Good Governance seperti : 

Transpanransi yang berkaitan dengan anggaran, Akuntabilitas, Partisipasi 

masyarakat serta selalu memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 

seluruh kader maupun anggota pembinaan Kesejahteraan Keluarga baik 

dalam lingkungan pemerintah desa maupun pada tingkat kecamatan serta 

kabupaten kota disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan.  

1. Keterlibatan masyarakat yang aktif dalam proses pembangunan di 

lingkungan Desa Golong dalam konteks pembangunan desa maupun 
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proses pemberdayaan perempuan dalam konteks pembinaan 

kesejahteraan keluarga. 

2. Hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah desa serta 

para pengurus wadah pembinaan kesejahteraan keluarga dalam peoses 

peningkatan pemberdayaan perempuan. 

5.1.2 Faktor-faktor penghambat dalam proses berjalannya wadah 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Golong 

1. Fasilitas 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam aspek 

fasilitas dalam pelayanan administrasi PKK Desa Golong belum adanya 

unit mesin cetak sendiri, belum adanya unit computer sendiri, dan hanya 

memiliki meja petugas 2 unit, kursi petugas 5 unit, meja tunggu 1 unit 

serta buku administrasi 6 buah kursi tunggu 2 unit. Wadah pembinaan 

keluarga Desa Golong belum memenuhi tersedia secara maksimal dalam 

proses berjalannya wadah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga seperti 

masih kurangnya komputer, mesin cetak dan lain-lain. 

2. Aspek Pegawai 

Dalam aspek pelaksana/pegawai menunjukan keadaan pegawai 

aparatur Desa yang membantu pada proses peningkatan perempuan 

sangat baik karena rata-rata pendikan SLTA dan S1.  

3. Aspek Masyarakat. 
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a. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat dalam hal ini anggota 

untuk berpartisipasi dalam wadah Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga.  

b. Tingkat perkawinan usia dini yang begitu meningkat. 

c. Sumber daya manusia (SDM) yang masih minim yang menyebabkan 

kurang pro aktif sebagian anggota Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberi saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa dan Pengurus wadah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan 

dalam proses pelayanan terhadap masyarakat yaitu fasilitas pelayanan agar 

masyarakat dapat merasa puas pada realisasi program kerja, serta lebih 

proaktif pada proses peningkatan sumberdaya manusia. 

2. Memberi pelayanan dalam hal ini pendidikan dan pelatihan keterampilan 

yang sederhana tetapi bernilai lebih, dan mudah dipahami agar tidak 

memberatkan dan menyulitkan masyarakat. 
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